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Abstrak
 

Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan permohonan PKPU dalam kasus kepailitan PT Merpati

Airlines sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero dan menjalankan penugasan khusus

berupa public service obligation sekaligus membandingkan pengaturan mengenai permohonan PKPU pada

Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik di negara lain, yakni Amerika dan

India. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Yuridis normatif dengan melakukan

analisis permasalahan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berkaitan. Aturan mengenai 

kewenangan pemohon kepailitan dan PKPU bagi BUMN sebenarnya telah diatur dalam pasal 2 ayat (5) UU

No.37 Tahun 2004  tentang  kepailitan dan PKPU. Pasal tersebut menyatakan bahwa hanya Menteri

Keuangan yang  memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU terhadap

BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Frasa kepentingan publik yang hanya dikaitkan dengan

jumlah komposisi modal negara dan saham dapat menimbulkan permasalahan. Terlebih pada Badan Usaha

Milik Negara yang berbentuk Persero dan menjalankan public service obligation, karena berdasar pasal

tersebut Permohonan kepailitan dan PKPU atas BUMN persero tidak berlaku aturan khusus dan dapat

dimohonkan oleh debitor dan kreditor. Sedangkan, di negara Amerika dan India terdapat aturan

pengecualian terhadap  Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik Arti sektor

Perkeretaapian dan ketenagalistrikan  di mana atas BUMN tersebut dianggap sebagai bagian dari

pemerintahan bukan sekedar BUMN saja, sehingga atas BUMN di kedua negara tersebut proses

penyelesaian yang dapat dipilih hanyalah reorganisasi bukan likuidasi. Secara singkat, indikator mengenai

BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik dalam pengaturan perundang-undangan  bagi kepailitan

BUMN di Indonesia kurang spesifik. Oleh karena itu, perlu  dilakukan penambahan indikator atau aturan

pengecualian terhadap BUMN yang menjalankan kepentingan publik Sebagai upaya perlindungan terhadap

public service obligation yang dijalankannya mengigat dahsyatnya akibat hukum dari kepailtan itu sendiri.

......This thesis analyzes how the PKPU application is implemented in the bankruptcy case of PT Merpati

Airlines as a State-Owned Enterprise in the form of a limited liability company and carries out special

principles in the form of public service obligations, as well as comparing the regulations regarding PKPU

applications in State-Owned Enterprises in other countries, America and India. This thesis using normative

juridical research methods by analyzing problems based on relevant laws and regulations. The rules

regarding permits for bankruptcy and PKPU applications for BUMN are actually regulated in article 2

paragraph (5) of  Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy and PKPU. This article states that only the

Minister of Finance has the legal standing to submit bankruptcy and PKPU petitions against SOEs that

operate in the public interest sector. The phrase public interest which is only linked to the composition of

state capital and shares can cause problems. Moreover, for State-Owned Enterprises which are in the form of

Persero and carry out public service obligations, because based on this article, bankruptcy and PKPU
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applications for state-owned companies do not apply special rules and can be requested by debtors and

creditors. Meanwhile, in America and India, the government orders sending to State-Owned Enterprises

which operate in the field of public interest. The meaning of the railway and electricity sectors is that these

SOEs are considered part of the government, so that the SOEsin these two countries have a clear resolution

process that can be selected is only reorganization, not liquidation. In short, indicators regarding BUMN

operating in the public interest in the regulation of regulations for BUMN bankruptcy in Indonesia are less

specific. Therefore, it is necessary to add indicators or regulations for BUMN that carry out public interests

as an effort to protect the public service obligations they carry out considering the enormity of the legal

consequences of bankruptcy itself.


